
 

 

 

BUPATI REMBANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI REMBANG 
 

NOMOR  21 TAHUN 2026 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2026; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 7153); 

 
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 

2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran 
Daerah Tahun 2026 Nomor 2); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2026. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan 

perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Rembang. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Rembang. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Rembang. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan. 

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

11. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk 

kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi 
manfaat jangka pendek. 

12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi 
manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 

13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas 
beban APBD untuk keperluan darurat termasuk 

keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 
sebelumnya. 
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14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya 
dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah 

desa. 

15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

16. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah 
dan belanja daerah. 

17. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah 
dan belanja daerah. 

18. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya 
disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi 

pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan 
pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu 
periode pelaporan.   

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 

dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

20. Tahun Anggaran 2026 adalah masa 1 (satu) tahun 

terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2026. 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2026 semula sebesar 
Rp2.019.956.757.185,05 (dua triliun sembilan belas milyar 

sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh 
tujuh ribu seratus delapan puluh lima koma nol lima rupiah) 

berkurang sebesar (Rp42.457.526.481,23) (empat puluh dua 
milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua 
puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu koma dua 

tiga rupiah) menjadi  Rp1.977.499.230.703,82 (satu triliun 
sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus 

sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh 
ratus tiga koma delapan dua rupiah), dengan rincian sebagai 

berikut: 
a. Pendapatan Daerah: 

1. semula                        Rp2.006.521.606.809,05 

2. berkurang                (Rp81.407.657.928,75) 
Jumlah Pendapatan Daerah  

setelah perubahan          Rp1.925.113.948.880,30 
b.   Belanja Daerah: 

1. semula                             Rp2.019.956.757.185,05 
2. berkurang                        (Rp42.457.526.481,23) 
Jumlah Belanja Daerah  

setelah perubahan         Rp1.977.499.230.703,82 
 

Defisit setelah perubahan     (Rp52.385.281.823,52) 
c.   Pembiayaan Daerah: 

1. penerimaan pembiayaan: 
a) semula                   Rp20.000.000.000,00 

b) bertambah                 Rp33.885.281.823,52 
Jumlah penerimaan pembiayaan  
setelah perubahan              Rp53.885.281.823,52 
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2. pengeluaran pembiayaan: 

a) semula                    Rp6.564.849.624,00 
b) berkurang                (Rp5.064.849.624,00) 

Jumlah pengeluaran pembiayaan  
setelah perubahan              Rp1.500.000.000,00  

 
Jumlah pembiayaan neto  

setelah perubahan              Rp52.385.281.823,52 
SiLPA setelah perubahan    Rp0,00 

 

Pasal 3 
Ketentuan mengenai perubahan APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri 

atas: 
a. Lampiran I berisi Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 

yang Diklasifikasi Menurut  Kelompok,  Jenis,  Objek,  dan  
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II berisi Penjabaran Perubahan APBD Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
c. Lampiran IIIA  berisi Daftar Nama Penerima, Alamat 

Penerima dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang; 
d. Lampiran IIIB  berisi Daftar Nama Penerima, Alamat 

Penerima dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang/Jasa; 

e. Lampiran IVA berisi Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa 

Uang; 
f. Lampiran IVB berisi Daftar Nama Penerima, Alamat 

Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa 
Barang; 

g. Lampiran VA berisi Daftar Nama Penerima, Alamat 

Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum;  
h. Lampiran VB berisi Daftar Nama Penerima, Alamat 

Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat 
khusus; 

i. Lampiran VIA berisi Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil pajak Daerah 
kepada Pemerintah Daerah; 

j. Lampiran VIB berisi Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil pajak Daerah 

kepada Pemerintah Kota;dan 
k. Lampiran VIC berisi Daftar Nama Penerima, Alamat 

Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil pajak Daerah 
kepada Pemerintah Desa. 

 

Pasal 4 

Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran Perubahan 
APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan 
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 

 
Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 26 Oktober 2026  

  
BUPATI REMBANG, 

 
 ttd     

 
HARNO 

 

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 26 Oktober 2026   

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN REMBANG, 
  
 ttd 

 
MARDI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 23 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  

Kepala Bagian Hukum 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

Dedhy Nugraha S.H.,M.Si 

Pembina Tk.I 

NIP. 19791206 200604 1 006 

 

${ttd}
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